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Tujuan penelitian disertasi ini adalah: (1) mengevaluasi kesesuaian pengisian jabatan 
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan dengan prinsip-
prinsip negara hukum yang demokratis; (2) Mengkaji secara mendalam timbulnya 
penyebab terjadinya polemik di masyarakat kaitannya Sabda raja dan Dawuh raja 
dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, dan (3)Merumuskan 
konsep politik hukum pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY dalam 
perspektif gender di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah 
perpaduan doktrinal dan non doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
Perundang-Undangan, Historis, Komparatif dan Konsepsional. Jenis data penelitian 
ini berupa data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui metode 
wawancara dan observasi dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah logika deduktif, logika induktif dan teknik analisis deskriptif 
kualitataif dengan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) 
Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan 
sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis; (2) Timbulnya polemik 
Sabda Raja dan Dawuh Raja dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 
DIY dikarenakan adanya 2 pandangan yang berbeda, yaitu pandangan konservatif 
yang menginginkan Sultan dan Gubernur DIY harus dijabat laki-laki, dan pandangan 
modern yang menghendaki adanya kesetaraan gender bahwa laki-laki dan perempuan 
mempunyai hak yang sama untuk dapat menjadi Sultan dan Gubernur; (3) Pengisian 
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berdasarkan ketentuan UUK DIY Nomor 
13 Tahun 2012, tidak mencerminkan kesetaraan gender, sehingga dapat menimbulkan 
ketidakadilan gender. Dalam rangka mewujudkan Keistimewaan DIY yang 
berdasarkan atas asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi , ke-Bhinekka 
Tunggal Ika-an, kepentingan nasional, pendayagunaan kearifan lokal, dan kesetaraan, 
maka diusulkan rekomendasi  agar ketentuan-ketentuan di dalam UUK DIY Nomor 13 
Tahun 2012 yang mengatur tentang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 
DIY yang tidak mencerminkan kesetaraan gender harus dilakukan peninjauan kembali 
sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan gender. 
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The objective of research of this dissertation are: (1) to evaluate the suitability of 
filling up the positions of Governor and Vice Governor of the Yogyakarta Special 
Region through the determining mechanism by the principles of a democratic 
constitutional state; (2) to examine deeply the causes of the emergence of polemics in 
society to the “Sabda Raja” and the “Dawuh Raja” with filling up of the positions of 
Governor and Vice Governor of the Yogyakarta Special Region, and (3) to formulate 
the political concept of law for filling up the positions of governor and vice governor 
of DIY in a gender perspective in the future. The method used is a combination of 
doctrinal and non-doctrinal. The approach used in this study are Legislation, 
Historical, Comparative and conceptual. The type of data for this study are the 
primary data obtained directly from the field through some interviews and observation 
methods and the secondary data such as primary legal materials, secondary and 
tertiary legal materials obtained through research in the library. Data analysis 
technique used are deductive logic, inductive logic and qualitative descriptive analysis 
techniques with interactive model. The results of this study indicate that ; (1) Filling 
up the post of Governor and Vice Governor of Yogyakarta through the mechanism 
determining in accordance with the principles of a democratic constitutional state; (2) 
The emergence of polemics in the society about “Sabda Raja” and “Dawuh 
Raja”about filling up the positions of Governor and Vice Governor of Yogyakarta due 
to the two different views, firstly: the views of conservatives who want the Sultan and 
Governor of Yogyakarta should be occupied by gentlemen, and secondly, the modern 
view that calls for gender equality that gentlemen and ladies have equal rights to 
become the Sultan and the Governor; (3) Filling the post of Governor and Vice 
Governor DIY under the provisions of the Act. No. 13 Year 2012, does not reflect 
gender equality, so as to give rise to gender inequality. In order to realize the 
specialty region of DIY based on the principle of recognition of the right of the origin, 
citizenship, democracy, all Bhinekka Tunggal Ika's, national interests, utilization of 
local wisdom, and equity, it is proposed a recommendation that the provisions in the 
Act.  No. 13 Year 2012 regulating filling the positions of Governor and Vice Governor 
of Yogyakarta that do not reflect gender equality should be reviewed so as not to 
cause an unjust of gender equality. 
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